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Judul : Prosedur dan Persyaratan Penghapusan Barang Bergerak Milik
Negara/Daerah Yang Kadaluarsa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tah
2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

ABSTRAK

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 mengatur Tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah, salah satu ketentuannya mengatur tentang Penghapusan.
Penelitian ini berfokus membahas tentang penghapusan barang bergerak milik
negara/dacrah yang kadaluarsa dengan memuat rumusan masalah persyaratan
penghapusan barang milik negara/daerah dan bagaimana prosedur dan persyaratan
penghapusan barang bergerak milik negara/daerah tersebut dengan menggunakan
metode penelitian studi kepustakaan atau library research. Persyaratan penghapusan
barang bergerak milik negara/daerah baru dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi
persyaratan teknis (secara fisik tidak dapat digunakan, kadaluarsa, modernisasi,
perubahan karena spesifikasi dan berkurangnya berat barang tersebut), persyaratan
ekonomis (lebih menguntungkan bagi negara apabila barang dihapus, karena biaya
operasional dan pemeliharaan barang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh),
dan apabila barang tersebut hilang. Sedangkan untuk Prosedur penghapusan barang
bergerak milik negara/daerah sendiri Kementrian terkait mengajukan permohonan
penghapusan pada peéngelola barang, pengelola barang kemudian memberikan
persetujuan/penolakan atas permohonan tersebut, apabila disetujui maka
kementrian/lembaga terkait menetapkan keputusan penghapusan, pengguna barang
berdasarkan keputusan penghapusan tersebut memperoleh kewenangan untuk
menghapus BMN, pengguna barang melaksanakan penghapusan BMN dan
menandatangani berita acara penghapusan BMN.

Kata Kunci:
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Pembimbing Utama,
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kesadaran akan pentingnya pengelolaan aset negara semakin hari semakin
meningkat seiring dengan perbaikan regulasi pengelolaan aset di tingkat pusat dan
daerah, tuntutan pelaporan keuangan, serta tuntutan otonomi daerah. Aset negara tidak
hanya berguna sebagai sarana dan prasarana agar urusan pemerintah dapat diwujudkan,
namun aset dapat dimaksimalkan untuk menggerakkan perekonomian, melalui
manajemen aset yang baik, pemerintah diharapkan mampu mengelola aset tersebut
sehingga dapat terwujud pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan aset negara
sendiri diatur secara rinci di dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia.
Pengertian Aset Negara menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 Tentang Keuangan Negara sangat luas, meliputi semua hak dan kewajiban negara
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang
yang dapat dijadikan milik negara.t
Sedangkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan dalam lampiran 1.02 PSAP 01 Tentang Definisi, Aset
adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai
akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa
depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta

dapat diukur dalam satuan uang, termasu®k sumber daya nonkeuangan yang diperlukan

! Pasal 1 Undang-undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara



untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang
dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.®

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diringkas bahwa unsur-unsur yang
terdapat dalam pengertian aset negara adalah:

1. Merupakan sumber daya ekonomi
2. Mempunyai manfaat ekonomi/sosial

3. Dikuasai oleh pemerintah
Sedangkan menurut Hariyono dalam modul Diklat Teknis Manajemen Aset Daerah
berpendapat bahwa:

“Aset dalam pengertian hukum disebut benda yang terdiri dari benda bergerak dan
tidak bergerak, baik yang berwujud (tangible) dan tidak berwujud (intangible) yang

tercakup dalam aktiva kekayaan atau harta kekayaan dari suatu instansi, organisasi,

badan usaha atau individu™*

Berdasarkan pengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa aset negara
adalah harta kekayaan yang seluruhnya atau sebagian dibeli atas beban Anggaran
Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang meliputi semua hak dan kewajiban negara
dan dapat dinilai dengan uang.

Aset merujuk pada hak penguasaan dan kepemilikan dan sumber daya. Ada
bermacam-macam jenis aset negara yang diatur di dalam peraturan perundang-
undangan RI, salah satu bagian dari aset negara adalah Aset Tetap. Aset tetap adalah

aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk

3 Definisi Aset di Lampiran Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan, him 2
4 Hariyono, 2007, Diklat Manajemen Aset Daerah, him 3



digunakan, dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau
dimanfaatkan oleh masyarakat umum.®

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah, dalam Lampiran 1.08 PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap dijelaskan
bahwa aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya
dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap tersebut yaitu terdiri dari sebagai
berikut :°

a. Tanah
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan
maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi

siap dipakai.

b. Peralatan dan Mesin
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat
elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan

masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Gedung dan Bangunan
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh
dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam

kondisi siap dipakai.

5 Lampiran Kedelapan Tentang Akuntansi Aset Tetap, Peraturan Pemerintah Tahun 2010
Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, him 2
® Ibid, him 2



d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun
oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam

kondisi siap dipakai.

e. Aset Tetap Lainnya
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke
dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk

kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakali

f. Konstruksi dalam Pengerjaan.
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses

pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Secara yuridis-normatif, aset negara terbagi atas tiga sub-aset negara, yaitu:

1. Pertama, yang dikelola oleh pemerintah yang disebut Barang Milik Negara
(BMN), misalnya tanah, mobil, dan bangunan milik kementrian/lembaga.

2. Kedua, dikelola pihak lain, disebut kekayaan negara yang dipisahkan,
misalnya penyertaan modal negara berupa saham di BUMN atau kekayaan
awal di berbagai badan hukum milik negara (BHMN) yang dinyatakan sebagai
kekayaan terpisah berdasarkan UU pendiriannya.

3. Ketiga, dikuasai negara berupa kekayaan potensial terkait dengan bumi, air,
udara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dikuasai negara
selaku organisasi tertinggi seperti tambang batu bara, gas alam, minyak bumi,

dan lain-lain.’

7 Dian Puji N Simatupang, 2010, Jurnal Laporan Akhir Tim Analisa dan Evaluasi Peraturan
Perundang-undangan Tentang Aset Negara, him 2



Salah satu wujud dari Aset Negara ini adalah Barang Milik Negara (BMN).
Menurut pengertian ekonomi, barang adalah suatu objek atau jasa yang memiliki nilai.
Ciri-ciri barang ialah berwujud, memiliki nilai yang dapat dirasakan saat digunakan,
dan bila digunakan, nilai serta manfaat dari bendanya sendiri dapat berkurang atau
bahkan habis®.

Dalam pengertian hukum perdata, istilah barang disebut dengan benda, ketentuan
tentang benda ini diatur dalam KUHPerdata Pasal 499 sampai Pasal 1232, yang
meliputi pengertian benda dan macam-macam benda serta pengertian hak kebendaan
dan macam-macam hak kebendaan. Benda atau “Zaak” berdasarkan Pasal 499
KUHPerdata ialah:

“Segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik™®

Pengertian “Benda” yang dimaksud dalam KUHPerdata adalah benda-benda
berwujud seperti kendaraan bermotor, tanah, dan lain-lain. sedangkan benda tak
berwujud sepeti hak cipta, paten, tidak diatur dalam KUHPerdata tapi diatur dalam
Undang-Undang tersendiri. Benda meliputi segala yang berwujud dan tak berwujud,
sedangkan barang hanya yang berwujud saja

Barang Milik Negara merupakan salah satu wujud aset negara yang dikelola
langsung oleh pemerintah dan dimanfaatkan untuk kelancaran aktivitas pemerintahan.
Adapun pengertian BMN menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014

adalah:

8 Departemen Pendidikan Nasional, 2015, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pusat Bahasa)
Edisi Keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, him 201
® Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)



“Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.”°

Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, barang milik negara
terdiri dari dua jenis, yakni barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/APBD

dan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, yang meliputi:

[ob)

. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan yang sejenis;

o

. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak

o

. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang, atau;

o

. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap
Sedangkan yang termasuk dalam pengertian barang milik daerah adalah barang-
barang yang dikuasai dan atau dimiliki oleh:

a. Pemerintah Daerah (sumber dananya berasal dari APBD termasuk yang sumber
dananya berasal dari APBN tetapi sudah diserahterimakan kepada Pemerintah
Daerah).
b. Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari:

a) Perusahaan Perseroan, dan

b) Perusahaan Umum,

c) Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah Daerah

Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah tersebut, disebutkan bahwa pengertian

“perolehan lainnya yang sah” antara lain meliputi hibah/sumbangan, pelaksanaan

10 pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara



perjanjian/kontrak, diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang, dan berdasarkan

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Golongan barang milik negara meliputi Barang Tidak Bergerak yang antara lain:
Tanah, Gedung, bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, serta Barang Bergerak yang
berupa Peralatan dan Mesin, Hewan, Ikan, Tanaman, Barang Persediaan, Konstruksi
Dalam Pengerjaan, Aset Tak Berwujud dan Golongan Lain-lain. Dari masing-masing
Golongan tersebut selanjutnya dirinci lagi ke dalam klasifikasi bidang, kelompok, sub
kelompok, dan sub-sub kelompok. Dengan demikian, klasifikasi paling rinci (detil) ada
di level Sub-sub kelompok.!!

Dalam penelitian ini, penulis hanya akan fokus meneliti ke barang bergerak milik
negara/daerah. Pengertian barang bergerak menurut Pasal 509 KUHPer adalah benda-
benda yang dapat berpindah atau dapat dipindahkan'?. Dalam kaitannya dengan aset
negara, barang bergerak ini bisa berupa kendaraan, komputer, meja, kursi, dan barang-
barang lainnya yang dapat dipindahkan.

Barang milik negara merupakan bagian tak terpisahkan dari keuangan negara
sehingga memerlukan pengelolaan agar dapat dimaksimalkan dengan baik. Dalam hal
ini menteri keuangan mengatur pengelolaan barang milik negara. Sementara itu,
menteri/pimpinan lembaga negara hanya sebagai pengguna barang bagi

kepentingannya masing-masing. Kemudian kepala kantor dalam lingkungan

1 Lampiran 1.08 PSAP 07 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar
Akuntansi Pemerintah, him 3
12 pasal 509 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)



kementrian negara, lembaga nonkementrian dan lembaga negara adalah kuasa
pengguna barang dalam lingkungan kantor yang bersangkutan.*3

Pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib mengelola dan
menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya
dengan sebaik-baiknya. Jika pengelolaan tersebut tidak dilakukan dengan sebaik-
baiknya dan menimbulkan kerugian bagi negara, pengguna barang dan/atau kuasa
pengguna wajib mempertanggungjawabkan atas kerugian yang dialami negara®*

Dalam pengelolaan suatu barang, tentu akan ada masa berlaku dari barang tersebut
yang dinamakan kadaluarsa. Kadaluarsa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI), adalah suatu barang yang telah lewat jangka waktu pemakaiannya atau masa
berlakunya®®. Barang milik negara/daerah yang kadaluarsa artinya barang tersebut
sudah tidak berlaku lagi, hal ini bisa terjadi karena barang tersebut tidak dapat dipakai
atau digunakan lagi sehingga harus dimusnahkan, namun terhadap barang milik
negara/daerah yang masih layak pakai, maka barang tersebut akan dihibahkan atau
dilelang, yang dimana jika barang tersebut dilelang, keuntungan dari pelelangan itu
menjadi milik negara. Namun disini dapat timbul permasalahan apabila barang milik
negara/daerah yang kadaluarsa namun masih layak pakai itu tidak dikelola
sebagaimana mestinya oleh pengelola di lembaga pemerintahan yang bersangkutan,
karena barang milik negara/daerah tersebut dapat dimiliki pengelola yang

mengelolanya.

13 Muhammad Dijafar Saidi, 2011, Hukum Keuangan Negara, Jakarta, Rajawali Pers, him. 40

1% 1bid, him 41

15 Departemen Pendidikan Nasional, 2015, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pusat Bahasa)
Edisi Keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, him 423



Di Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, disebutkan bahwa pengelolaan Barang
Milik Negara adalah kegiatan yang dilakukan atas Barang Milik Negara mulai dari
perencanaan sampai dengan penghapusan sebagaimana yang tergambar di bagan di
bawah init®

11 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Life Cycle Asset Management)

1. Perencanaan
Kebutuhan dan 2. Pengadaan 3. Penggunaan 4. Pemanfaatan
Penganggaran

5. Pengamanan
dan 6. Penilaian 7. Penghapusan 8. Pemusnahan
Pemeliharaan

11. Pembinaan,
9. Pemindahtanganan 10. Penatausahaan Pengawasan dan
pengendalian

Dari pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah di atas, Barang Milik Negara yang
kadaluarsa seharusnya dihapuskan, berdasarkan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor
27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, disebutkan bahwa:

Penghapusan Barang Milik Negara/Daerah meliputi:

a. Penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau kuasa pengguna;
b. Penghapusan dari daftar Barang Milik Negara/Daerah
Penghapusan Barang Milik Negara/Daerah dengan tindak lanjut pemusnahan

dilakukan apabila Barang Milik Negara/Daerah dimaksud:

16 pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah
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a. Tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat

dipindahtangankan;

b. Alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.*’

Namun di dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang
milik negara/daerah tersebut tidak diatur secara jelas pengaturan terhadap barang milik
negara yang masih layak pakai dan digunakan, namun disisi lain, berdasarkan jangka
waktu penggunaannya, telah kadaluarsa dan digantikan oleh barang baru.

Hal ini bisa menjadi celah yang dapat dimanfaatkan oleh pejabat yang tidak
bertanggung jawab dalam mengelola barang milik negara tersebut. Dikarenakan
luasnya lingkup aset negara, maka dalam penelitian ini penulis hanya menganalisis dan
membahas mengenai prosedur dan persyaratan penghapusan aset negara dalam bentuk
barang bergerak milik negara/daerah yang kadaluarsa dalam suatu lingkungan lembaga
pemerintahan. Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian melalui penyusunan skripsi dengan judul:

“PROSEDUR DAN PERSYARATAN PENGHAPUSAN BARANG BERGERAK
MILIK NEGARA YANG KADALUARSA (MENURUT PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN

BARANG MILIK NEGARA/DAERAH)”

17 pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/ Daerah
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis
mencoba merumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:
1. Apa saja persyaratan penghapusan Barang Bergerak Milik Negara/Daerah
yang kadaluarsa?
2. Bagaimana prosedur penghapusan Barang Bergerak Milik Negara/Daerah

yang kadaluarsa tersebut?

C. Tujuan Penelitian
Selaras dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:
1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana prosedur penghapusan aset
negara berupa Barang Bergerak Milik Negara/Daerah yang kadaluarsa di
suatu lingkungan pemerintahan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah penghapusan aset negara berupa
Barang Begerak Milik Negara/Daerah sudah dilaksanakan berdasarkan

ketentuan yang berlaku atau belum

D. Manfaat Penelitian
Adapun dari penelitian yang dilakukan ini, penyusun berharap dapat memberi
manfaat berupa:
1. Manfaat Teoritis
a. Memberikan sumbangan pemikiran, pengetahuan dan kontribusi bagi

peningkatan ilmu hukum, terutama ilmu hukum tata negara dan
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administrasi negara, khususnya mengenai penghapusan aset negara yang

kadaluarsa guna menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah

. Menjadi rujukan dan sumber pengetahuan bagi akademisi selanjutnya yang

akan membahas materi kajian yang sama terkait penghapusan aset negara
yang kadaluarsa di suatu lingkungan lembaga pemerintahan maupun

instansi negara

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan manfaat bagi suatu instansi ataupun lembaga pemerintahan
dalam penghapusan Barang Bergerak Milik Negara/Daerah yang
kadaluarsa

b. Menjadi panduan bagi pengelola Barang Bergerak Milik Negara/Daerah
di suatu lembaga pemerintahan dalam penghapusan Barang Bergerak

Milik Negara/Daerah yang kadaluarsa

E. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Untuk dapat memahami pengelolaan aset negara dalam sistem hukum nasional,

diperlukan pemahaman tentang konsep negara hukum, karena konsep negara hukum

menjunjung tinggi adanya sistem hukum yang menjamin kepastian hukum.

Berdasarkan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedman yang

berkata:

“a legal system in actual is a complex in wich structure, substance and culture

interact”
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Teori Negara Hukum terdiri dari tiga unsur utama, yakni substansi hukum (legal
substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture). Konsep
negara hukum berarti alat-alat negara yang mempergunakan kekuasaannya hanya
sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam
hukum itu sendiri. 18

Dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dalam konsep
Negara Hukum?®, yang harus menjadi panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan
adalah hukum, bukan politik, ekonomi maupun sosial. Indonesia adalah negara yang
menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip hukum untuk membatasi
kekuasaan pemerintahnya, ini berarti bahwa kekuasaan negara dibatasi oleh hukum
(rechtsstaat), bukan didasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat) yang secara jelas
ditentukan dalam Batang Tubuh UUD 1945.

Pernyataan tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum berarti membawa
konsekuensi bahwa apapun yang dilakukan oleh pemerintah (Negara) harus
berdasarkan hukum, yang dalam hal ini adalah aturan-aturan yang dibentuk dan
diberlakukan. Dalam kaitannya dengan aset negara, pemerintah selaku pihak yang
memonitori Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, membagi area pengelolaan
tersebut, dimana pemerintah pusat mengelola Barang Milik Negara dan pemerintah

Daerah mengelola Barang Milik Daerah.

18 Lawrence M Friedman, 1975, The Legal Sistem, A Social Science Perspective, Rusell, Sage
Foundation, New York, him 4
19 pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945
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Pengelolaan aset negara berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat, karena
negara bertanggung jawab dalam keadilan sosial dan kemakmuran masyarakat. Konsep
negara kesejahteraan menurut Bagir Manan adalah negara atau pemerintah yang tidak
semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat tetapi juga sebagai
pemikul utama tanggung jawab dalam mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan
umum, dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat?°

Berdasarkan penjelasan mengenai Teori Negara Hukum yang diuraikan di atas,
maka dalam hubungannya dengan penelitian ini terdapat unsur yang bertalian erat
dengan pengelolaan Barang Milik Negara, yaitu:

a. Unsur semua tindakan stakeholders, terutama pemerintah harus berdasarkan
hukum (unsur kepastian hukum). Setiap tindakan penyelenggaraan negara serta
warga negara harus dilakukan berdasarkan dan di dalam koridor hukum, maka
konsekuensinya hukum harus dijadikan pedoman dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dengan kata lain setiap orang warga
negara Indonesia harus patuh dan tunduk pada norma hukum yang berlaku.

b. Unsur adanya kewajiban negara atau pemerintah yang tidak semata-mata
sebagai penjaga keamanan atau ketertiban, tetapi dengan dengan dilakukannya
pengelolaan Barang Milik Negara yang baik dapat terwujud keadilan sosial,

kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

20 Bagir Manan dan Kuntana Magnar, 1996, Mewujudkan Kedaulatan Rakyat Melalui Pemilu,
Gaya Media Pratama, Jakarta, him 16
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2. Teori Kewenangan

Teori ini dimaksudkan untuk membahas dan menganalisis tentang kewenangan
pemerintah dalam mengelola aset negara. Secara konseptual, istilah wewenang atau
kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “bevoegdheid” (yang berarti
wewenang atau berkuasa). Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan
oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.?
Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi
kepada Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang merupakan bagian
yang penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena
pemerintah baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang Yyang
diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama
dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.?? Hassan
Shadhily menerjemahkan wewenang (authority) sebagai hak atau kekuasaan
memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar
sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.?® Hassan Shadhily memperjelas
terjemahan authority dengan memberikan suatu pengertian tentang ‘“pemberian

wewenang (delegation of authority)”. Delegation of authority ialah proses penyerahan

2L SF. Marbun, 1995, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, Liberty, him 29

22 Departemen Pendidikan Nasional, 2015, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pusat Bahasa)
Edisi Keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, him. 566.

23 Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, him 170
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wewenang dari seorang pimpinan (manager) kepada bawahannya (subordinates) yang
disertai timbulnya tanggung jawab untuk melakukan tugas tertentu.?*

Kewenangan pemerintah dalam pengelolaan Barang Milik Negara merupakan
kewenangan yang diperoleh secara atribusi yang secara normatif diatur di dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu pengaruh, dasar
hukum, dan konformitas hukum?. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan
wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen
dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan
komponen konformitas hukum mengandung adanya standar wewenang yaitu standar
hukum (semua jenis wewenang) serta standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).
Dalam kaitannya dengan wewenang sesuai dengan konteks penelitian ini, standar
wewenang yang dimaksud adalah kewenangan pemerintah di dalam melakukan
pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan aset negara berupa Barang Milik
Negara/Daerah ini diberikan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah selaku
pihak yang mengelola aset negara. Baik pemerintah pusat maupun daerah bertanggung
jawab dan memiliki kewenangan penuh dalam setiap prosedur pengelolaan Barang

Milik Negara/Daerah tersebut.

24 1bid, hal 172
25 Philipus M. Hadjon, 1998, Penataan Hukum Administrasi Tentang Wewenang, Fakultas
Hukum Unair, Surabaya, hal. 2
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3. Teori Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah
sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial
di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat,
serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang
diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya
yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Manfaat ekonomi masa depan yang
terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik
langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran

pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.?®

Pengertian asset atau aset yang telah di-Indonesiakan secara umum adalah barang

(thing) atau sesuatu barang (anything) yang mempunyai;

1. Nilai ekonomi (economic value),
2. Nilai komersial (commercial value) atau
3. Nilai tukar (exchange value); yang dimiliki oleh instansi, organisasi, badan

usaha ataupun individu (perorangan).?’

Kesimpulan penulis tentang aset negara adalah harta kekayaan yang seluruhnya
atau sebagian dibeli atas beban APBN yang meliputi semua hak dan kewajiban negara

dan dapat dinilai dengan uang.

% |_ihat Halaman Pertama Bab ini

27 Doli D. Siregar, 2004, Manajemen Aset, Strategi Penataan Konsep Pembangunan Secara
Nasional dalam Konteks Kepala Daerah Sebagai CEO’s pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah,
PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, him. 178
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Salah satu wujud dari aset negara ini ialah Barang Milik Negara dan Barang Milik
Daerah. Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014, Barang milik
negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.?® Barang
Milik Negara ini dikelola langsung dibawah arahan Menteri Keuangan Negara

Republik Indonesia.

Sedangkan pengertian Barang Milik Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Permendagri) Nomor 17 Tahun 2007 adalah “Semua barang yang dibeli atau diperoleh
atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau lewat perolehan lainnya

yang sah.?®

Jika dianalisis, pengelolaan aset negara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, merupakan panduan bagi
pengelola dalam melaksanakan manajemen aset, dalam peraturan tersebut disebutkan

bahwa pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi:

a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran.
Pasal 1 Angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Perencanaan
kebutuhan dan penganggaran adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan
Barang Milik Negara/Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang
telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan

tindakan yang akan datang.

28 Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan BMN/D
2Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah
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b. Pengadaan

C.

f.

Pengadaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memiliki
Barang Milik Negara/Daerah melalui suatu rangkaian proses baik melalui jual

beli, maupun lelang.

Penggunaan

Pasal 1 Angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Penggunaan
adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan
menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan
fungsi instansi yang bersangkutan.

. Pemanfaatan

Pasal 1 Angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Pemanfaatan
adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan
untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian/lembaga/satuan kerja
perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan

tidak mengubah status kepemilikan.

Pengamanan dan pemeliharaan
Pengamanan dan Pemeliharaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan
Pengelola Barang, pengguna barang dan kuasa pengguna barang untuk

mengamankan dan memelihara Barang Milik Negara/Daerah.

Penilaian
Pasal 1 Angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, menetapkan
Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu

objek penilaian berupa Barang Milik Negara/Daerah pada saat tertentu.
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. Pemindahtanganan
Pasal 1 Angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, menetapkan
Pemindahtangan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah.

. Pemusnahan
Pasal 1 Angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, yang dimaksud
dengan pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan

Barang Milik Negara/Daerah.

i. Penghapusan

Pasal 1 Angka 23 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, penghapusan
adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara/Daerah dari daftar barang
dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk
membebaskan Pengelola Barang, pengguna barang, dan/atau kuasa pengguna
barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada

dalam penguasaannya.

J. Penatausahaan

Pasal 1 Angka 24 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Penatausahaan
adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan
pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

k. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian

Merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan Pengelola Barang untuk
melakukan pengendalian serta pengawasan atas Barang Milik Negara yang

berada pada pengguna barang dan kuasa pengguna barang
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Lingkup pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ini merupakan siklus logistik
yang lebih terinci sebagai penjabaran dari siklus logistik sebagaimana yang
diamanatkan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2004 tentang Perbendaharaan Negara.

F. Ruang Lingkup Penelitian
Agar permasalahan dan pembahasan dalam skripsi ini tidak terlalu luas dan
lebih konkrit, maka penulis akan memberikan batasan permasalahan dan
pembahasannya pada hal-hal yang terjadi berkaitan dengan kajian hukum mengenai
penghapusan aset negara yang kadaluarsa berupa Barang Bergerak Milik

Negara/Daerah di dalam suatu lembaga atau instansi pemerintahan.

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis Penelitian yang digunakan peneliti merupakan jenis penelitian hukum
normatif. Menurut Jhony lbrahim, penelitian hukum normatif adalah suatu
prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika
keilmuan hukum dari sisi normatifnya®. Pada penelitian hukum normatif,
bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian di golongkan
sebagai data sekunder. Data sekunder ini menurut Gregory Churchill yang

dikutip oleh Soerjono Soekanto di dalam bukunya digolongkan kedalam tiga

30 Jhony lbrahim, 2006, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang,
Bayumedia, him. 47.
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bagian, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum
tertier.3!
Metode Pendekatan
Pendekatan Undang-undang (Statute Approach), Pendekatan Undang-undang ini
dilakukan dengan cara mendekati permasalahan yang diteliti dengan
menggunakan sifat hukum yang normatif. Pendekatan perundang-undangan akan
membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan
kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lain®?
Pendekatan konseptual (Conseptual Approach) dilakukan karena belum atau
tidak ada pengaturan yang relevan atas masalah yang dihadapi. Pendekatan
konseptual ini bersumber dari pandangan-pandangan atau doktin-doktrin yang
berkembang di dalam ilmu hukum?®3. Dengan mempelajari pandangan-pandangan
dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti berharap akan menemukan
ide-ide dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi
Pendekatan historis, di lakukan dengan menelaah latar belakang apa yang di
pelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang di hadapi. Telaah
demikian diperlukan oleh peneliti manakala peneliti ingin mengungkap filosofis
dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari®*

Bahan Hukum

31 Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press,

him. 152.

32 peter Mahmud Marzuki, 2012, Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta, Pranadamedia Group,

him. 93.

% 1bid, him 93
% 1bid, him 93
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a. Bahan Hukum Primer
Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang
bersifat autoritatif*® artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer
terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam
pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.
Dalam bahan-bahan hukum primer ini, penulis akan mengacu pada Undang-
Undang Dasar 1945, UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, PP
No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, PMK
No. 83/06 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan
Penghapusan Barang Milik Negara/Daerah, PMK No. 181/06 Tahun 2016
Tentang Penatausaan Barang Milik Negara/Daerah
b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan dari

bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum tata

negara dan administrasi negara, artikel ilmiah, maupun kasus-kasus hukum

yang relevan dengan penelitian ini

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan

terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bahan-bahan tersier ini meliputi

kamus, jurnal, artikel, ensiklopedi, dll

4. Teknik Inventarisir Bahan Hukum

% 1bid, him 93
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Inventarisasi bahan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah
studi kepustakaan (library research), dengan mengkaji dan mempelajari dengan
cara menyelusuri sumber-sumber keperpustakaan yang berkaitan dengan
Perundang-undangan, buku atau literatur serta buku-buku ilmiah, makalah, jurnal
dan surat kabar serta dokumen-dokumen tertulis lainnya yang terkait dengan
permasalahan dalam penelitian ini.
5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bentuk analisis yang digunakan oleh penulis setelah bahan hukum dikumpulkan
selanjutnya adalah mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis, lalu kemudian
disusun dalam suatu bentuk karya dengan menggunakan metode penelitian
kualitatif. Karena sebagian sumber bahan hukumnya hanya menggunakan bahan
hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun
bahan hukum tersier. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode
deskriptif kualitatif. Deskriptif menurut KBBI adalah bersifat deskripsi, bersifat
menggambarkan apa adanya.*® Kualitatif berarti berdasarkan mutu.®” Teknik
analisis data dengan metode deskriptif kualitatif yakni dengan memberikan

gambaran secara khusus berdasarkan data yang dikumpulkan secara kualitatif

3 Departemen Pendidikan Nasional, 2015, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pusat Bahasa)
Edisi Keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, him. 320.
37 Ibid, him 527.
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6. Teknik Kesimpulan
Dari setiap data yang telah dikumpulkan, dipelajari, dan ditelaah akan di simpulkan
dengan metode deduktif. Deduktif sendiri artinya bersifat deduksi®®. Deduksi
menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berarti penarikan kesimpulan dari
keadaan yang umum; penemuan yang khusus dari yang umum.®® Untuk lebih
jelasnya, dari semua data yang telah dikumpulkan dan ditelaah, akan di tarik
kesimpulan secara konkrit dan khusus, serta akan dikaitkan dengan permasalahan

hukum yang di bahas dalam penelitian ini.

3 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Op.cit., him 191.
%9 Ibid, him 191
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